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ABSTRAK 
 

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama PT Indosat Mega Media (IM2) 

Dengan PT Indosat 

(Studi Kasus Putusan Perkara Perdata 172/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST) 

 

Putusan perkara tindak pidana korupsi yang menghukum PT IM2 beserta 

pidana tambahan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan terdakwa Indar 

Atmanto selaku Direktur Utama PT IM2 berawal dari perjanjian kerjasama antara 

PT IM2 dengan PT Indosat dalam penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz secara 

melawan hukum, menarik untuk diteliti seperti apa bentuk kerjasama antara PT 

IM2 dengan PT Indosat. Yang secara jelas keduanya (PT IM2 dengan PT Indosat) 

adalah bentuk Perseroan Terbatas (swasta), dengan bentuk kerjasama B2B 

(business to business) serta perbuatan melawan hukumnya terdakwa hingga 

menyebabkan perkara ini masuk dalam ranah pidana Korupsi, yang seharusnya 

persoalan ini adalah masalah Perdata jika dilihat kembali ketika delik korupsi 

terkesan dipaksakan dalam sebuah perjanjian kerjasama. 

Perbedaan penafsiran terhadap makna uang Negara dan kerugian keuangan 

Negara dalam sistem hukum kita terkait dengan kriminalisasi korporasi telah 

menghadirkan ketidak jelasan terhadap norma dan nilai universal hukum itu 

sendiri, ketika delik korupsi terkesan dipaksakan dalam sebuah perjanjian 

kerjasama bisnis internasional dengan subyek hukum yang melibatkan Negara 

lain, telah menimbulkan pandangan internasional bahwa tidak ada kepastian 

hukum di Indonesia.  

Seharusnya pilihannya bukan pada Living Law (menerima kehendak publik 

yang keliru), melainkan pada kesadaran hukum masyarakat yang harus diubah 

oleh hukum, Law as a tool of social engineering, jadi para penegak hukum yang 

harus aktif mengubah kesadaran hukum masyarakat. 

 

Kata Kunci: Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Penyelengara Jasa dan 

Penyelengara Jaringan. 
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ABSTRACT 
 

Juridical Analysis Against Cooperation Agreement PT Indosat Mega Media (IM2) 

With PT Indosat 

(Case Study of Civil Case Verdict No.172 / Pdt.G / 2016 / PN.JKT.PST) 

 

The verdict on corruption cases that penalize PT IM2 and additional 

criminal payments for indemnification of defendants Indar Atmanto as President 

Director of PT IM2 originated from a cooperation agreement between PT IM2 

and PT Indosat in the use of the 2.1 GHz radio frequency band unlawfully, 

interesting to be researched as what is the cooperation between PT IM2 and PT 

Indosat. Clearly both (PT IM2 and PT Indosat) are a Limited Liability Company 

(private), in the form of B2B (business to business) cooperation and unlawful acts 

of the defendant to cause this case to be included in the Corruption Crime field, 

which should be a Civil Affair issue if seen again when the corruption offense 

impressed imposed in a cooperation agreement. 

The different interpretations of the meaning of State finance and the 

financial losses of the State in our legal system related to corporate 

criminalization have presented the vagueness of the universal norms and values of 

the law itself, when the corruption offenses seem to be imposed in an international 

business cooperation agreement with legal subjects involving other States, has led 

to an international view that there is no legal certainty in Indonesia. 

It should not be the choice of Living Law (accepting the wrong public will), 

but on the legal awareness of society that must be changed by law, Law as a tool 

of social engineering, so law enforcement must actively change the legal 

awareness of society 

 

Keywords: Agreement, Unlawful Actions, Service Delivery and Network Builder 
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